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BAB V  

PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

1. Seseorang dengan usia lanjut secara hukum memang tidak dibedakan dengan 

subyek hukum perorangan yang usianya lebih muda. Belum ada aturan hukum yang 

mengatur mengenai perlakuan khusus dan prosedur lengkap dari pemberlakuan 

hukuman terhadap terpidana lansia, selain dari aturan-aturan dalam undang-undang 

kesejahteraan lansia yang mencantumkan bahwa lansia harus mendapat perlakuan 

khusus didalam dan diluar persidangan, serta rancangan undang-undang kitab hukum 

pidana yang mengatur mengenai pemberlakuan alternatif pemidanaan atau hukuman 

terhadap lansia dengan batas umur tertentu yaitu 70 (tujuh puluh) tahun. Sampai saat 

ini juga, alternatif pemidanaan bagi lansia juga belum diberlakukan sepenuhnya 

seperti pada halnya proses diversi yang mengatur tentang penyelesaian perkara di 

luar persidangan, yang saat ini hanya berlaku bagi kasus yang menimpa pada anak 

saja.  

2. Alternatif proses diversi dan keadilan restoratif yang sebagaimana seharusnya 

dapat diberlakukan terhadap terpidana lansia selain dari melihat usia dari terpidana 

lansia, tetap harus memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana lansia 

juga. Bukan berarti, apabila seorang terpidana lansia ternyata melakukan perbuatan 

pembunuhan kemudian karena terpidana tersebut merupakan subjek yang tergolong 

sebagai lanjut usia kemudian diperbolehkan untuk menyelesaikan kasusnya dengan 

alternatif pemidanaan atau proses diversi, melainkan tetap menggunakan prosedur 

dan penyidikan yang sesuai dengan tindakannya. Dengan tetap mengingat, bahwa 

nantinya tetap ada pengaturan mengenai remisi lansia yang sudah diatur dalam 

peraturan pemerintah, sehingga bagaimanapun juga perlakuan terhadap lansia yang 

sudah ada didalam penjara harus mendapat perlakuan yang semestinya. Proses 

penuaan terhadap lansia menurut penulis tidak adil apabila disamakan dengan 

manusia dewasa pada umumnya yang belum dikategorikan sebagai lansia karena 
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kondisi fisik yang ada pada lansia lebih rentan dibanding manusia dewasa. Proses 

hukum formal yang dijalankan melalui pengadilan formal juga dapat memakan 

waktu yang sangat lama sehingga tidak dapat dimungkinkan bagi terpidana lansia 

terlebih lagi tidak akan efektif apabila diaplikasikan kepada lansia yang memiliki 

kondisi cenderung lemah, tentunya akan melibatkan tekanan-tekanan mental dan 

batin bagi seorang lansia itu sendiri mengingat dalam undang-undang kesejahteraan 

lansia, bahwa hak setiap lansia adalah memiliki taraf hidup yang sejahtera melalui 

perlakuan-perlakuan khusus, salah satunya dalam menghadapi proses hukum.  

B. SARAN  

1. Kondisi lansia yang dapat dikategorikan sebagai kondisi yang berbeda dengan 

manusia dewasa yang belum dikategorikan sebagai lansia dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara atau bahkan sebelum 

melakukan persidangan termasuk melihat pula perkara yang dibuat oleh lansia 

tersebut. Sehingga apabila memang seorang lansia terbukti bersalah, dapat 

dialihkan kepada hukuman yang tidak mempengaruhi fisik dari seorang lansia 

tersebut dengan mengenakan alternatif-alternatif yang memang sudah 

direncanakan dalam RKUHP jika nantinya sudah disah kan. 

2. Proses diversi atau restorative justice diharapkan dapat diberlakukan pula 

terhadap terpidana lansia, tidak hanya pada proses peradilan anak saja, sehingga 

lansia tidak perlu merasakan hukuman penjara selama memang ketentuannya 

tidak menyangkut pidana yang memberatkan, serta mengingat adanya peraturan-

peraturan mendatang dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang 

hukum pidana yang mengatur tentang alternatif dari hukuman bagi terpidana 

dewasa maupun lansia yang seharusnya memang dikhususkan.  
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